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Wakaf dapat dikembangkan sebagai salah satu alternatif dan instrumen yang
cukup memadai untuk menyejahterakan kehidupan umat di Indonesia. Akan tetapi
dalam perkembangan wakaf di Indonesia masih mengalami problem salah satu
problematika yang dihadapi adalah nazhir wakaf yang bersifat tradisional dan
konsumtif. Dengan adanya fatwa MUI dan Undang-Undang No. 41 tahun 2004
tentang wakaf uang telah menjadi pijakan hukum bagi umat Islam di Indonesia
untuk melakukan perbuatan hukum memberikan wakaf dalam bentuk uang.
Persoalan yang kemudian mengemukan mengenai pengelolaan wakaf itu sendiri.
Besarnya potensi dana yang terkumpul dari wakaf uang akhirnya telah
menimbulkan kekhawatiran di sebagian orang mengenai kemungkinan
penyelewengan dana wakaf uang. Belum lagi kedudukan dari nadzir (pengelola
wakaf) yang masih debatebel dikalangan ulama madzhab juga menjadi perhatian
tersendiri untuk diteliti lebih mendalam lagi tentang kedudukan nadzir pada wakaf
uang baik dalam persepektif madzhab maupun hukum positif yang ada di
Indonesia.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana kedudukan
nadzir wakaf tunai dalam perspektif empat madzhab? (2) Bagaimana kedudukan
nadzir dalam wakaf tunai dalam perspektif Undang-undang Wakaf ? dan (3) Apa
persamaan dan perbedaan Nadzir wakaf tunai perspektif empat madzhab dan UU
No.41 tahun 2004 ? sementara itu tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk
mengetahui kedudukan nadzir dalam wakaf tunai dalam perspektif empat
madzhab ? (2) Untuk mengetahui kedudukan nadzir dalam wakaf tunai dalam
persepektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ? (3) Untuk
mengetahui persamaan dan perbedaan wakaf tunai dalam perspektif empat
madzhab dan UU No.41 tahun 2004 ?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka
(library Research) dengan mennggunakan pendekatan Statue Aproach. Adapun
sumberdata primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang
Nomor 41 tahun 2004, PP Nomor 42 tahun 2006, PMA Nomor 4 tahun 2009,
Figih ala madzhahibul arba’ah, Fathu al-Qodir karya Muhammad al-Hasan, Al-
Mudawanah al-kubra karya Imam Malik, Majmu’al Fatawa karya Ibn Taimiyah,
dan Kifayat al-Akhyar karya Abu bakar al-Husaini. Sementara sumber sekunder
dalam penelitian ini adalah buku-buku atau kitab yang bersangkutan dengan
pembahsan dalam penelitian ini. Data akan dianalisis dengan menggunakan teknik
analisis conten analysis, comparative analysis, dan critic analysisi.

Adapun hasil penelitian ini adalah pertama, para ulama berpendapat bahwa
yang paling berhak menetukan nadzir adalah wakif adapun jika wakif tidak
menunjuk nadzir disaat ia melakukan ikrar wakaf pada umunya ulama



berpendapat bahwa yang berhak mengangkat nadzir adalah hakim, kecuali
sebagian golongan hanabilah. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir
sebagai salah satu rukun wakaf namun para ulama sepakat bahwa wakif harus
menunjuk nadzir wakaf (pengawas wakaf) baik nadzir tersebut wakif sendiri
(mauquf alaih) atau pihak lain. Bahkan ada kemungkinan nadzirnya terdiri dari
dua pihak yakni wakif dan mauquf alaih-nya. Kedua,Dalam Ketentuan Umum
Pasal 1 ayat (4) UU No. 41 tahun 2004 nadzir adalah pihak yang menerima harta
benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan
peruntukannya. Selain itu nadzir juga salah satu unsur terpenting setelah wakif,
Pentingnya kedudukan nadzir dalam proses perwakafan disebabkan harta benda
wakaf harus didaftarkan atas nama nadzir untuk kepentingan pihak yang
dimaksudkan dalam Akta lkrar Wakaf sesuai dengan peruntukannya. Ketentuan
tersebut mempertegas bahwa nadzir merpunyai peranan penting dalam wakaf
seperti yang tertang dalam UU No 41 Tahun 2004 meliputi perseorangan,
organisasi dan badan hukum. Ketiga, Dalam pandangan hukum Islam pengelolaan
wakaf uang di peruntukkan dalam pembiayaan modal usaha perdagangan.
Sedangkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 sudah ada mekanisme pembiayaan
secara bervariasi dan hukum Islam. Nadzir yang berfungsi sebagai peranan yang
mengendalikan proses investasi mengembangkan harta wakaf dengan di kelola
langsung sehingga dalam peraturan undang-undang No. 41 tahun 2004.
Pengaturan masalah nadzir mengenai hak dan kewajiban nampaknya sudah
memadai karena undang-undang No. 41 tahun 2004. Oleh karena itu nadzir
berhak untuk mengambil hasil dari benda-benda wakaf tersebut 10% dari hasil
wakaf sampai sudah dikeluarkan biaya-biaya operasional dan beban-beban
lainnya.



ABSTRACT

Thesis titled "Legal Status nadzir In Cash Wakaf Four school of
Comparative Studies and Endowments Act (No. 41 of 2004)". Written ole Sofarul
Mubarok (1752144027) with Supervisor 1 Dr. H. Hashim Nawawie, SH, M.Si
And the supervisor 2 Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor M.Ag
Keywords: nadzir, Endowments Cash, Four and a school of Endowments Act.

Endowments can be developed as an alternative and adequate instruments to
prosperous life of the people in Indonesia. However, in the development of waqf
in Indonesia is still experiencing a problem one of the problems faced is that
traditional endowment Nazhir and consumptive. With the MUI fatwa and Law
No. 41 of 2004 on wagf money has a legal basis for Muslims in Indonesia to take
legal actions provide endowment in the form of money. The issue is then
promoted to the management of waqf itself. The magnitude of the potential of the
funds collected from endowments money eventually has raised concerns in some
people about the possible misappropriation of funds endowment money. Not to
mention the position of nadzir (waqf manager) who still debatebel among scholars
madzhab also be of particular concern to be studied more deeply about nadzir
notch on both wagf money in perspective and positive law schools in Indonesia.

The formulation of the problem this study were (1) What are the capacities
nadzir cash wagqf in the perspective of the four schools? (2) The position of nadzir
in cash wagf in perspective Endowments Act? and (3) What are the similarities
and differences of perspective nadzir cash waqf four schools and the Law No.41
of 2004? while the objectives of this study were (1) To determine the position
nadzir in cash wagf in the perspective of the four schools? (2) To determine the
position nadzir in cash wagf in the perspective of Law Number 41 Year 2004 on
Wakaf? (3) To determine the similarities and differences in perspective cash waqf
four schools and the Law No.41 of 2004?

The method used in this research is the research library (library Research)
with mennggunakan Statue approach aproach. The datasource primers used in this
study is Law No. 41 of 2004, Government Regulation No. 42 of 2006, PMA
Number 4 of 2009, Figh ala madzhahibul arba'ah, Fathu by Muhammad al-Qadir
al-Hasan, Al-Mudawanah al -kubra of Imam Malik, Majmu'al Fatawa lbn
Taymiyya, and Kifayat al-Akhyar work of Abu Bakr al-Husaini. While secondary
sources in this study were books or book concerned with pembahsan in this study.
Data will be analyzed using analytical techniques conten analysis, comparative
analysis, and critic analysisi.

The results of this study, firstly, the scholars found that the most entitled to
determine nadzir is wakif while if wakif not appoint nadzir when he did pledge
endowments in general scholars found that nadzir is entitled to appoint a judge,
except for a few groups Hanabilah. Although Mujtahids not make nadzir as one of
the pillars of wagf but the scholars agreed that wakif must appoint nadzir
endowments (waqf supervisor) either nadzir the wakif own (mauquf alaih) or any
other party. There is even a possibility nadzirnya consists of two parties namely



wakif and mauquf alaih her. Second, In General Provisions Article 1 (4) of Law
No. 41 2004 nadzir is the party who receives property from wakif endowment to
be managed and developed in accordance with the designation. In addition nadzir
also one of the most important elements after wakif, Importance nadzir position in
the process caused perwakafan waqf property must be registered in the name of
nadzir for the benefit of the party referred to in the Deed of Pledge Waqgf as
intended. The provision makes it clear that nadzir merpunyai important role in
endowments as under the new Law No. 41 of 2004 includes individuals,
organizations and legal entities. Third, in the view of Islamic law at designated
management of waqgf money in venture capital financing trade. While in Law No.
41 In 2004 the existing financing mechanisms are varied and Islamic law. Nadzir
which serves as a role that controls the investment process to develop the waqf
property is managed directly so that the rule of law No. 41 2004. Setting nadzir
issues concerning the rights and obligations seems to have been sufficient since
the law No. 41 2004. Therefore nadzir entitled to take the results of the waqf
objects 10% of the endowment until it issued the operating costs and other
expenses.
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